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Abstract: Global warming and climate change increase carbon emissions from the energy, 

industrial, and transportation sectors, which have an impact on air quality and public health. 

Decarbonization is a key strategy to reduce emissions through the transition to renewable 

energy. Indonesia has great potential for solar, wind, hydro, and geothermal energy, including 

for the development of green hydrogen, but its utilization is still constrained by regulations and 

planning. This study uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach 

through qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The results show that 

although the legal basis for decarbonization is available, the disharmony between fiscal, 

environmental, and energy policies weakens the link between emission control and 

environmental health protection and has resulted in the development of green hydrogen not 

being directed. Therefore, decarbonization needs to be integrated with environmental health 

protection through regional energy mapping, regulatory certainty, and funding and 

infrastructure support so that the energy transition is fair and sustainable. 

 

Keywords: Decarbonization, Environmental Health, Green Hydrogen, Energy Transition, 

Environmental Law 

 

Abstrak: Pemanasan global dan perubahan iklim meningkatkan emisi karbon dari sektor 

energi, industri, dan transportasi, yang berdampak pada penurunan kualitas udara dan 

kesehatan masyarakat. Dekarbonisasi menjadi strategi utama untuk menekan emisi melalui 

transisi ke energi terbarukan. Indonesia memiliki potensi besar energi surya, angin, air, dan 

panas bumi, termasuk untuk pengembangan hidrogen hijau, namun pemanfaatannya masih 

terkendala regulasi dan perencanaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis kualitatif bahan 

hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum 

dekarbonisasi telah tersedia, disharmonisasi kebijakan fiskal, lingkungan, dan energi 

melemahkan keterkaitan antara pengendalian emisi dan perlindungan kesehatan lingkungan, 

serta menyebabkan pengembangan hidrogen hijau belum terarah. Oleh karena itu, 

dekarbonisasi perlu diintegrasikan dengan perlindungan kesehatan lingkungan melalui 
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pemetaan energi wilayah, kepastian regulasi, serta dukungan pendanaan dan infrastruktur agar 

transisi energi berjalan adil dan berkelanjutan. 

 

Kata kunci: Dekarbonisasi, Kesehatan Lingkungan, Hidrogen Hijau, Transisi Energi, Hukum 

Lingkungan 

 

 

PENDAHULUAN 

Industri pariwisata mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir 

dan telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling menonjol di tingkat global (Suban & 

Madhan, 2025). tidak lagi dipahami sekadar sebagai aktivitas rekreasi, melainkan sebagai 

fenomena multidimensi yang melibatkan mobilitas manusia, penyediaan jasa, interaksi sosial, 

budaya, serta dinamika ekonomi di tingkat lokal dan nasional (Pertiwi & Harmawan, 2022). 

Kompleksitas tersebut menempatkan pariwisata sebagai sektor strategis yang membutuhkan 

pengelolaan terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Secara normatif, pariwisata di 

Indonesia memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan, yang mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai kegiatan wisata 

yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, serta 

pemerintah pusat dan daerah. Kerangka hukum ini menjadi dasar bagi perencanaan, pengaturan 

kewenangan, dan perlindungan pelaku usaha, khususnya UMKM di sektor pariwisata. Sejak 

diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas 

untuk mengelola potensi wisata sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah (Rahma & 

Pariwisata, 2020). 

Secara teoritis, Pitana menjelaskan bahwa pariwisata memberikan pengaruh ekonomi 

yang dapat dilihat melalui tujuh aspek utama, yaitu: kontribusi terhadap penerimaan devisa, 

peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pemerataan manfaat atau 

keuntungan ekonomi, perubahan pada struktur kepemilikan dan kontrol ekonomi masyarakat, 

dorongan terhadap proses pembangunan secara umum, dan peningkatan pendapatan 

pemerintah (Yusuf Adam Hilman, 2020). Jika tujuh aspek tersebut diterapkan dalam konteks 

daerah, maka pengaruh ekonomi pariwisata dapat terlihat melalui peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah PAD, berkembangnya aktivitas UMKM, tumbuhnya lapangan kerja baru, serta 

meningkatnya kebutuhan layanan pendukung seperti transportasi dan akomodasi. Sedangkan 

secara empiris, sektor pariwisata juga berperan sebagai penggerak pembangunan infrastruktur 

(Purba, 2022), dan pemicu tumbuhnya sektor pendukung lainnya, termasuk industri kreatif 

(Wibowo & Belia, 2023). Keunggulan pariwisata dalam negeri ini menjadi modal penting 

untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Kekayaan alam, maritim, budaya, 

dan warisan sejarah yang dimiliki Indonesia menempatkannya sebagai salah satu negara 

dengan potensi pariwisata terbesar di Kawasan (Mardiyantoro & Herlina, 2023). 

Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, pengembangan pariwisata di 

Indonesia masih menghadapi persoalan struktural, terutama akibat pengelolaan yang bersifat 

parsial dan sectoral (Holgado-ramos et al., 2022). Banyak destinasi wisata dikelola oleh 

berbagai aktor yang berjalan sendiri tanpa koordinasi yang terintegrasi, sehingga memicu 

inefisiensi, tumpang tindih kebijakan, dan konflik kepentingan (Grilli et al., 2021). Kondisi ini 

menghambat terbentuknya ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, khususnya dalam 

pengembangan destinasi wisata budaya yang menuntut keseimbangan antara aspek ekonomi 

dan pelestarian nilai budaya. Sebagai respons atas persoalan tersebut, pendekatan kolaborasi 

multipihak (multi-stakeholder collaboration) menjadi strategi yang relevan dalam pengelolaan 

destinasi wisata budaya. Model ini mempertemukan pemerintah sebagai regulator dan 

fasilitator (Zulitsnayarti et al., 2025), pelaku usaha lokal sebagai penggerak ekonomi (Rizal, 

2025), agen perjalanan dan tour operator juga berfungsi sebagai penghubung pasar dengan 
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merancang paket wisata, mempromosikan destinasi, serta memperluas akses wisatawan 

terhadap penawaran pariwisata lokal (Hossain et al., 2025), Sementara itu, komunitas lokal 

memiliki peran penting dalam pelestarian nilai budaya dan pengelolaan destinasi wisata 

sebagai subjek yang aktif dalam pembangunan pariwisata  (Lestari et al., 2024).  Kolaborasi 

multipihak memungkinkan terjadinya hubungan saling tarik-menarik yang konstruktif, di mana 

setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawab yang saling terkait dalam satu desain 

pengelolaan yang terarah. Apabila kolaborasi ini berjalan secara efektif, manfaat yang 

dihasilkan tidak hanya berupa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga 

pemerataan manfaat ekonomi, penguatan kapasitas pelaku usaha lokal, serta keberlanjutan 

pelestarian budaya. Namun demikian, efektivitas kolaborasi multipihak dalam praktiknya 

sangat bergantung pada dukungan teknologi digital.  

Dalam era transformasi digital, teknologi merupakan alat strategis untuk mempercepat 

koordinasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan, serta memperluas jangkauan promosi 

pariwisata. Teknologi digital dalam hal ini adalah Artificial Intellegence (Yang selanjutnya 

disebut AI) yang telah terbukti meningkatkan pengalaman wisata digital melalui personalisasi 

layanan, sistem rekomendasi, dan chatbots yang memperkuat keterlibatan wisatawan serta 

efisiensi operasional (Ibrahim et al., 2023). Selain itu, AI berperan dalam pengembangan 

destinasi berbasis komunitas melalui analisis data dan pengelolaan informasi pasar (Ibrahim et 

al., 2023). serta membantu merancang personalisasi pengalaman wisatawan untuk 

meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan (Nugroho et al., 2024). Pemanfaatan AI juga 

terbukti optimal dalam manajemen pemasaran destinasi untuk meningkatkan daya saing 

pariwisata melalui teknologi digital (Wahyuni et al., 2025).  

Dalam konteks kolaborasi multipihak, AI dapat berfungsi sebagai penghubung antar 

aktor melalui integrasi data dan informasi dalam satu platform bersama. AI dapat membantu 

pemerintah dalam perumusan kebijakan berbasis data, mendukung pelaku usaha dalam strategi 

pemasaran dan pengelolaan layanan, serta membantu komunitas budaya dalam dokumentasi 

dan promosi pertunjukan budaya secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemanfaatan AI 

tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat sinergi, transparansi, dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan destinasi wisata budaya (Wang et al., 2025). Meskipun 

memiliki potensi besar, pemanfaatan AI dalam pengelolaan pariwisata di Indonesia masih 

menghadapi persoalan mendasar dari aspek hukum. Hingga saat ini, belum terdapat regulasi 

yang secara khusus mengatur pemanfaatan kecerdasan buatan dalam sektor pariwisata, 

khususnya terkait pengelolaan destinasi wisata budaya (Iqbal et al., 2025). Ketiadaan 

pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi berdampak pada 

ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan data wisatawan dan pelaku usaha, serta 

ketidakjelasan tanggung jawab hukum apabila terjadi penyalahgunaan teknologi (Hasanuddin 

& Nurfransiska, 2026).  

Apabila strategi kolaborasi multipihak berbasis AI dijalankan tanpa landasan hukum 

yang memadai, maka risiko permasalahan hukum seperti pelanggaran privasi data, 

ketimpangan akses teknologi, dominasi aktor tertentu, hingga konflik kewenangan antar 

pemangku kepentingan menjadi tidak terhindarkan. Kondisi ini pada akhirnya dapat 

menghambat tujuan utama pengembangan pariwisata, yaitu keberlanjutan ekonomi, sosial, dan 

budaya. Oleh karena itu, urgensi pembentukan regulasi yang komprehensif terkait pemanfaatan 

AI dalam pengelolaan destinasi wisata budaya menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menganalisis strategi pengembangan destinasi 

wisata melalui kolaborasi multipihak yang didukung oleh pemanfaatan teknologi kecerdasan 

buatan sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisata sekaligus memastikan 

keberlanjutan pelestarian budaya. Fokus penelitian diarahkan pada pengkajian aspek hukum 

terkait ketiadaan regulasi pemanfaatan Artificial Intelligence dalam pengelolaan pariwisata, 

serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak. 
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METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji 

aspek hukum dalam pengembangan destinasi wisata budaya melalui strategi kolaborasi 

multipihak berbasis pemanfaatan AI. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian 

diarahkan pada analisis norma hukum, asas hukum, serta konsep hukum yang berkaitan dengan 

kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak dalam pengelolaan pariwisata. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; Pertama, pendekatan peraturan 

perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur sektor 

pariwisata, sistem elektronik, dan perlindungan data, serta untuk mengidentifikasi adanya 

kekosongan hukum terkait pemanfaatan AI dalam pengelolaan destinasi wisata budaya; Kedua, 

pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep kolaborasi multipihak, pemanfaatan 

AI dalam tata kelola pariwisata, serta teori kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai 

landasan analisis normative; Ketiga, pendekatan analitis-kritis digunakan untuk menilai 

implikasi hukum dari ketiadaan regulasi AI terhadap kepastian hukum dan perlindungan 

kepentingan pemerintah, pelaku usaha, komunitas lokal, dan wisatawan. Bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan kepariwisataan dan pemanfaatan teknologi digital; bahan 

hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan 

hukum pariwisata, AI, dan kolaborasi multipihak; serta bahan hukum tersier sebagai bahan 

pendukung.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Strategi pengembangan ekonomi melalui pariwisata  

Dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah, sektor pariwisata diposisikan sebagai 

sektor strategis yang memiliki kemampuan menciptakan efek berganda (multiplier effect) 

terhadap sektor lain seperti perdagangan, transportasi, industri kreatif, dan UMKM (Rakhmi et 

al., 2025). Studi empiris menunjukkan bahwa aktivitas wisata membuka peluang usaha baru, 

meningkatkan permintaan terhadap bahan baku lokal, dan memperluas perputaran ekonomi 

pada UMKM serta jasa pendukung lainnya di tingkat lokal (Aprilianto et al., 2024; Pajriah et 

al., 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa pariwisata tidak hanya berkontribusi terhadap 

peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga terhadap penguatan struktur ekonomi daerah 

secara menyeluruh (Rosidi et al., 2020). Transformasi sektor pariwisata pascapandemi semakin 

memperjelas perannya sebagai instrumen strategis dalam pemulihan dan penguatan ekonomi 

local (Hall et al., 2020). Oleh karena itu, strategi pengembangan pariwisata harus diarahkan 

tidak semata-mata pada kuantitas kunjungan, melainkan pada penciptaan sistem ekonomi lokal 

yang berkelanjutan dan resilien terhadap berbagai dinamika global. 

Dalam konteks tersebut, strategi dan kebijakan pengembangan pariwisata perlu 

dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan daya tarik destinasi, nilai budaya 

masyarakat, serta kebutuhan dan preferensi pasar. Pendekatan ini harus berlandaskan prinsip 

keberlanjutan, partisipasi aktif masyarakat, serta memperhatikan daya dukung lingkungan agar 

pertumbuhan pariwisata tidak mengorbankan kelestarian ekosistem maupun keseimbangan 

sosial-ekonomi. Lebih lanjut, pengembangan pariwisata tidak dapat berjalan efektif tanpa 

kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sinergi multipihak inilah yang pada akhirnya 

menentukan keberhasilan strategi pengembangan ekonomi melalui sektor pariwisata. Agar 

rantai nilai berjalan efektif, diperlukan kolaborasi erat antarpemangku kepentingan dalam 

mengembangkan paket wisata. Setiap aktor memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi: 

1) Pengelola Destinasi 

Pengelola destinasi memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa daya tarik 

wisata tetap terjaga dan berkembang secara berkelanjutan. Tanggung jawab tersebut 

mencakup pemeliharaan kebersihan dan keamanan kawasan, penyediaan informasi yang 
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akurat, pengelolaan fasilitas umum, serta penerapan standar pelayanan yang konsisten. 

Selain itu, pengelola destinasi juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas 

layanan melalui pemantauan kepuasan wisatawan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. 

Kualitas tata kelola kawasan menjadi indikator penting dalam menentukan daya saing 

destinasi di tengah persaingan industri pariwisata yang semakin kompetitif. 

Pengelola destinasi wajib memahami bahwa kepuasan wisatawan adalah syarat 

utama keberlanjutan usaha pariwisata (Arlinda et al., 2021). Destinasi tidak akan bertahan 

tanpa kunjungan ulang, dan kunjungan ulang hanya terjadi jika pengalaman yang diterima 

pengunjung sesuai atau melebihi harapan mereka (Uuh Sukaesih, 2020). Tingkat kepuasan 

ini secara langsung memengaruhi pendapatan daerah, karena destinasi yang gagal 

memenuhi ekspektasi pengunjung akan kehilangan daya tarik dan melemahkan kinerja 

ekonomi pariwisatanya (Remya Hari, 2025). Sebaliknya, pengelolaan destinasi yang 

profesional dan responsif terhadap kebutuhan pengunjung mampu menciptakan citra 

positif serta meningkatkan daya saing kawasan wisata secara berkelanjutan (Bramwell & 

Lane, 2021). Link juDengan kata lain, keberhasilan suatu destinasi sangat ditentukan oleh 

kemampuan memenuhi standar layanan yang benar-benar dirasakan pengunjung, bukan 

sekadar janji promosi (Silalahi et al., 2023). 

Selain aspek pelayanan, pengelola destinasi juga memiliki tanggung jawab dalam 

menjaga keseimbangan antara peningkatan kunjungan dan daya dukung lingkungan. 

Pengelolaan yang tidak terencana dapat menyebabkan overcapacity, degradasi lingkungan, 

dan konflik sosial di kawasan wisata. Oleh karena itu, pengelola destinasi harus 

menerapkan prinsip tata kelola berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, 

sosial, dan lingkungan secara terpadu (Dangi & Jamal, 2022). Pendekatan ini memastikan 

bahwa keberhasilan destinasi tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan, tetapi juga dari 

keberlanjutan manfaat ekonomi dan kelestarian sumber daya dalam jangka panjang. 

Dengan demikian, peran pengelola destinasi tidak terbatas pada fungsi operasional semata, 

melainkan mencakup fungsi strategis dalam menjaga kualitas pengalaman wisata, 

memperkuat loyalitas pengunjung, serta menopang keberlanjutan ekonomi daerah melalui 

tata kelola yang profesional dan berorientasi pada keberlanjutan 

2) Pemerintah Daerah 

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengembangkan sekaligus 

mempromosikan potensi pariwisata yang ada (E. D. Lestari et al., 2023).. Untuk 

memastikan keberlanjutan sektor ini, diperlukan perencanaan lingkungan yang terpadu, 

mulai dari pengelolaan destinasi, peningkatan kualitas layanan, hingga penguatan promosi 

yang konsisten (Mali, 2021). Selain itu, Pemerintah juga mengatur regulasi, memberikan 

insentif bagi pelaku usaha lokal, serta menyusun rencana induk pariwisata yang 

mendorong keberlanjutan dan keterlibatan Masyarakat (Marwan, 2022).. Sebagai 

regulator, pemerintah menetapkan pedoman dasar yang menjadi instrumen pengaturan 

dalam pengembangan potensi pariwisata (Wibowo & Belia, 2023). Langkah ini diperlukan 

agar berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan destinasi dapat ditangani secara 

efektif (Tui et all., 2023). Tanpa intervensi pemerintah yang terarah, pariwisata sulit 

berkembang secara berkelanjutan. 

3) UMKM Kuliner, Kerajinan, dan Souvenir 

UMKM yang bergerak di kuliner, kerajinan tangan, dan souvenir memegang peran 

strategis dalam mendukung ekosistem pariwisata. (Evita Hayatun Nufus, Idah Zuhroh, 

2021). Kehadiran UMKM tidak hanya menyajikan produk yang mencerminkan budaya 

lokal, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.  (Toni Ari 

Wibowo, Agung Setiawan, 2023).. Selain menciptakan lapangan kerja, UMKM berperan 

menguatkan identitas destinasi karena produk yang mereka hasilkan menjadi representasi 

langsung dari karakter dan tradisi setempat (Rania, 2025). Melalui produk makanan khas, 
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kerajinan tangan, serta berbagai jenis souvenir, UMKM memperkuat rantai pasok lokal 

karena bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksinya sebagian besar berasal dari 

komunitas setempat. Hal ini menciptakan perputaran ekonomi yang lebih merata dan 

meningkatkan ketahanan ekonomi daerah (Niode, 2022). Selain itu, keberadaan UMKM 

memberi pengalaman wisata yang lebih autentik karena wisatawan dapat menikmati cita 

rasa, estetika, dan kreativitas lokal secara langsung (Putra, 2021). 

Seringkali, kualitas produk UMKM menjadi faktor utama yang memengaruhi 

kepuasan wisatawan, karena ketika produk yang ditawarkan memiliki rasa yang baik, 

tampilan menarik, keunikan khas lokal, serta konsistensi dalam kualitas, wisatawan tidak 

hanya menikmati produk itu sendiri, tetapi juga merasa pengalaman wisatanya menjadi 

lebih berkesan dan bernilai. (Juniarta, 2023). Kondisi ini bukan hanya mendorong minat 

beli secara langsung, tetapi juga memengaruhi kecenderungan wisatawan untuk 

melakukan kunjungan ulang pada destinasi yang sama (Santoso & Haryansyah, 2025). 

Lebih jauh, pengalaman positif terhadap produk UMKM sering menjadi alasan utama 

wisatawan merekomendasikan destinasi tersebut kepada orang lain, baik melalui cerita 

personal maupun melalui media sosial. 

Hal ini menunjukkan bahwa UMKM bukan sekadar pelengkap dalam ekosistem 

pariwisata, melainkan menjadi elemen strategis yang membentuk citra destinasi dan 

memperkuat daya saing kawasan wisata. Kualitas dan keunikan produk UMKM 

membantu membedakan destinasi, memperkaya pengalaman wisatawan, serta 

meningkatkan dampak ekonomi lokal melalui pembelian langsung, penciptaan lapangan 

kerja, dan perputaran rantai pasok di masyarakat. Dengan kata lain, semakin baik kualitas 

dan karakter produk UMKM, semakin besar kemampuan destinasi untuk mempertahankan 

posisi kompetitifnya di tengah persaingan pariwisata yang kian ketat. 

4) Penyedia Jasa Perjalanan dan Transportasi 

Transportasi publik dalam konteks pariwisata bukan sekadar sarana teknis yang 

menghubungkan wisatawan dari satu titik ke titik lain.(Narotama & Wihastuti, 2024) 

Model transportasi ini membentuk bagian penting dari pengalaman perjalanan itu sendiri, 

karena kenyamanan, keterjangkauan, ketepatan waktu, dan kualitas layanan turut 

memengaruhi persepsi wisatawan terhadap sebuah destinasi.(Efendhi Prih Raharjo, I 

Kadek Surya Putra Adidana, Anisa Mahadita Candrarahayu, 2023) Ketika sistem 

transportasi publik dikelola dengan baik, ia tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi 

juga memperkuat citra destinasi sebagai tempat yang ramah, efisien, dan layak 

dikunjungi.(Peong & Astawa, 2023) Sebaliknya, layanan transportasi yang kurang 

memadai dapat menurunkan minat wisatawan, membatasi mobilitas mereka, serta 

mengurangi nilai ekonomis dan daya saing pariwisata daerah. 

Dalam diskusi mengenai pembangunan pariwisata berkelanjutan, perhatian sering 

kali hanya tertuju pada atraksi, fasilitas, atau kebijakan konservasi, sementara peran travel 

agent kerap terabaikan. Padahal, travel agent merupakan aktor strategis dalam ekosistem 

pariwisata karena merekalah yang mengemas, memasarkan, dan menghubungkan destinasi 

dengan pasar wisata yang lebih luas. (Mohamad Rachmadian Narotama, et al, 2024) 

Dukungan mereka terhadap penyusunan paket wisata, promosi terarah, hingga penyediaan 

informasi yang valid sangat menentukan kemampuan sebuah daerah untuk menarik 

wisatawan dan menjadi perantara aliran manfaat ekonomi.(Hossain et al., 2025) Tanpa 

travel agent yang profesional dan terintegrasi dengan destinasi, potensi wisata sebesar apa 

pun akan sulit berkembang secara optimal.(Iamtrakul et al., 2025) 

5) Komunitas Budaya dan Masyarakat Lokal 

Komunitas budaya dan masyarakat lokal bukan sekadar pelengkap estetika dalam 

pariwisata, tetapi fondasi yang menentukan otentisitas sebuah destinasi. Atraksi seperti 

pertunjukan seni tradisional, ritual adat, kuliner khas, hingga narasi sejarah setempat 

https://dinastirev.org/JIHHP


https://dinastirev.org/JIHHP,            Vol. 6, No. 3, 2026 

1904 | P a g e 

menghadirkan pengalaman yang tidak bisa digantikan teknologi atau promosi digital. 

Wisatawan datang untuk merasakan perbedaan, dan perbedaan itu hanya eksis jika 

identitas lokal dirawat oleh komunitas yang hidup di dalamnya. Keberagaman atraksi 

wisata akan semakin kuat ketika wisatawan tidak hanya menikmati lanskap alam, tetapi 

juga dapat merasakan budaya dan kesenian lokal yang terus hidup di masyarakat. Ketika 

unsur pertunjukan seni terlibat dalam industri wisata, kualitas pengalaman wisatawan 

meningkat dan identitas lokal ikut menguat. Dalam konteks ini, struktur organisasi 

pariwisata berperan penting karena mendorong penguatan desa berbasis budaya serta 

mempercepat berkembangnya desa ekowisata secara lebih terarah dan berkelanjutan. 

(Mulyasari et al., 2023) 

Pada tataran strategis, kolaborasi ini memperkuat ketahanan budaya. Tradisi tidak 

hanya dipertunjukkan, tetapi diwariskan. Seni tidak hanya dipamerkan, tetapi dihidupkan. 

Nilai-nilai yang terbingkai dalam ritual, tari, musik, dan kerajinan tangan bertahan karena 

pariwisata memberi ruang ekonomi yang menopang keberlanjutan praktik tersebut. Ketika 

pasar menghargai kebudayaan, masyarakat punya alasan kuat untuk mempertahankannya, 

bukan meninggalkannya. Pada akhirnya, keberlanjutan pariwisata bertumpu pada 

hubungan timbal balik: komunitas menyediakan otentisitas dan identitas, sementara 

pariwisata menyediakan sumber daya yang menjaga keberlanjutan komunitas. Ekosistem 

ini berjalan baik hanya jika masyarakat lokal ditempatkan sebagai subjek, bukan objek. 

Kalau tidak, ya pariwisatanya cuma gimmick yang cepat bosan seperti tren media sosial 

yang kedaluwarsa dalam tiga hari 

Pengelola destinasi wajib memahami bahwa kepuasan wisatawan adalah syarat 

utama keberlanjutan usaha pariwisata.(Arlinda et al., 2021) Destinasi tidak akan bertahan 

tanpa kunjungan ulang, dan kunjungan ulang hanya terjadi jika pengalaman yang diterima 

pengunjung sesuai atau melebihi harapan mereka.(Uuh Sukaesih, 2020) Tingkat kepuasan 

ini secara langsung memengaruhi pendapatan daerah, karena destinasi yang gagal 

memenuhi ekspektasi pengunjung akan kehilangan daya tarik dan melemahkan kinerja 

ekonomi pariwisatanya.(Remya Hari, 2025) Dengan kata lain, keberhasilan suatu destinasi 

sangat ditentukan oleh kemampuan memenuhi standar layanan yang benar-benar dirasakan 

pengunjung, bukan sekadar janji promosi.(Silalahi et al., 2023) 

Salah satu unsur krusial dalam pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan adalah 

penguatan kapasitas kelembagaan karena struktur kelembagaan yang solid dibutuhkan 

untuk mengelola sumber daya secara efektif serta mengoordinasikan berbagai aktivitas 

pariwisata secara terintegrasi (Kurniawan & Iriani, 2024). Dalam pelaksanaannya, 

pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan harus memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, 

dan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan destinasi berkelanjutan juga harus 

memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, di mana secara sosial diperlukan 

pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal, secara ekonomi destinasi diharapkan 

memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah (Ahmad Ramadhan, 2025). 

Sementara itu, secara lingkungan menuntut adanya pelestarian sumber daya alam agar 

lingkungan tetap terjaga bagi generasi mendatang (Camilleri, 2021).  

Strategi kolaborasi multipihak ini akan semakin efektif apabila dikelola melalui 

pemanfaatan teknologi digital, khususnya Artificial Intelligence (Selanjutnya disebut AI), 

yang mampu mengintegrasikan data kunjungan, preferensi wisatawan, pola konsumsi, 

kapasitas destinasi, hingga umpan balik layanan secara real time dalam satu sistem 

terpadu. Pemanfaatan AI memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih akurat 

dan berbasis data dalam perencanaan promosi, pengelolaan arus wisatawan, personalisasi 

pengalaman, serta mitigasi risiko overcapacity dan degradasi lingkungan. Integrasi ini 

tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kualitas 

pengalaman wisatawan dan ketahanan ekonomi local (Gretzel et al., n.d.). Dengan 
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demikian, kolaborasi yang ditopang oleh sistem digital cerdas mampu menciptakan tata 

kelola destinasi yang adaptif, responsif, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan 

jangka panjang di tengah dinamika transformasi digital global. 

 

Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pengembangan Pariwisata 

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan sekaligus menjaga keberlanjutan 

destinasi, pemanfaatan teknologi digital menjadi instrumen yang semakin relevan dalam tata 

kelola pariwisata modern. Teknologi digital tidak hanya mempermudah akses informasi bagi 

pengunjung, misalnya seperti jadwal kegiatan, peta lokasi, harga tiket, dan fasilitas yang 

tersedia, tetapi juga meningkatkan transparansi serta kecepatan pelayanan. Melalui integrasi 

sistem digital, pengelola dapat menyediakan layanan yang lebih responsif, personal, dan 

efisien, sehingga mengurangi ketergantungan pada prosedur manual yang memakan waktu. 

Selain itu, platform digital berperan penting dalam strategi promosi dan branding destinasi 

melalui media sosial, website resmi, maupun aplikasi berbasis data. Interaksi digital yang 

terkelola dengan baik memungkinkan terbangunnya komunikasi dua arah antara pengelola dan 

pengunjung, yang pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepuasan dan 

loyalitas wisatawan. 

Berdasarkan temuan lapangan yang dilakukan oleh Ramdan Kurniawan dan rekan-

rekannya (Kurniawan & Iriani, 2024) menunjukkan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan 

wisata terbukti meningkatkan berbagai aspek pengelolaan destinasi melalui perbaikan fasilitas 

serta pemberdayaan masyarakat lokal berbasis pemanfaatan teknologi digital. Selain itu 

penelitian empiris juga dilakukan oleh (Maulana et al., 2025) menunjukkan bahwa keterlibatan 

aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata terbukti meningkatkan efektivitas 

pemasaran, memaksimalkan potensi aset daerah, serta mendukung keberlanjutan sumber daya 

alam dalam jangka panjang melalui pemanfaatan teknologi digital. Sementara itu temuan oleh 

Agung Sulistyo dan rekan lainnya (Sulistyo et al., 2024) menunjukkan bahwa hasil evaluasi 

kegiatan, sebanyak 27 peserta (90%) menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai 

pentingnya kerja sama, peningkatan kapasitas, dan penguatan keterampilan sumber daya 

manusia dalam pengelolaan kampung wisata berbasis teknologi digital. 

1) Promosi pariwisata 

Di era digital saat ini, informasi mengenai destinasi pariwisata dapat tersebar secara 

cepat dan luas melalui berbagai platform daring, sehingga berperan signifikan dalam 

membentuk persepsi, preferensi, serta memengaruhi proses pengambilan keputusan calon 

wisatawan (Rudiansyah et all., 2024). Perkembangan internet telah merevolusi promosi 

pariwisata dengan membuka peluang yang luas bagi UMKM dan pelaku usaha untuk 

memasarkan produk serta layanan mereka secara lebih efektif dan efisien. Dengan jumlah 

pengguna internet di Indonesia yang mencapai sekitar 55 juta orang dan tingkat penetrasi 

sebesar 22,1%, potensi ini menjadi momentum strategis bagi penguatan promosi destinasi 

wisata sekaligus pengembangan e-commerce di sektor pariwisata (Aw et al., 2023). 

Pemanfaatan media digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan visibilitas produk 

lokal, menjangkau pasar yang lebih luas, serta memperkuat daya saing destinasi dalam 

persaingan industri pariwisata yang semakin kompetitif. 

2) Penggunaan ChatBot 

Chatbot merupakan sistem otomatis yang memungkinkan pengguna berinteraksi 

melalui pesan teks atau suara untuk memperoleh informasi secara cepat dan interaktif 

(Rika Rizki1, 2025). Terutama di sektor pariwisata, pemanfaatan chatbot menjadi peluang 

strategis untuk meningkatkan kualitas layanan secara efisien. Chatbot mampu merespons 

pertanyaan, permintaan, atau masalah yang dimiliki wisatawan secara otomatis, cepat, dan 

konsisten tanpa harus bergantung pada pelayanan manual yang memakan waktu (Harisi & 

Hiwono, 2024). Chatbot juga mampu menangani permintaan pelanggan secara konsisten, 

https://dinastirev.org/JIHHP


https://dinastirev.org/JIHHP,            Vol. 6, No. 3, 2026 

1906 | P a g e 

sehingga meminimalkan potensi kesalahan manusia dalam penyampaian informasi 

maupun pemberian solusi. Pengakuan terhadap efektivitas teknologi ini terus meningkat; 

laporan Marketing Platform menunjukkan tingkat keberhasilan hingga 80%, dengan 1.500 

pelanggan meminta bantuan melalui bot dan 1.000 di antaranya bahkan memberikan 

respons positif berupa ucapan terima kasih (Ukpabi et all., 2019). Dengan sistem ini, 

pengelola destinasi dapat dengan mudah mengidentifikasi pertanyaan yang paling sering 

diajukan, kebutuhan wisatawan, serta potensi keluhan secara terstruktur melalui analisis 

data otomatis, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, tepat, dan tidak lagi 

bergantung pada proses manual yang kurang efisien. Oleh karena itu, promosi memiliki 

peran penting dalam meningkatkan daya saing destinasi, karena melalui aktivitas promosi 

yang efektif, suatu objek wisata dapat lebih mudah dikenali, melekat dalam ingatan 

wisatawan, dan menjadi pilihan utama dalam proses pengambilan keputusan perjalanan 

(Natasya et all., 2025). 

3) Big Data dan Analisis Perilaku Wisatawan 

Industri pariwisata saat ini mengalami transformasi signifikan akibat perkembangan 

teknologi digital serta ketersediaan data dalam jumlah besar. Perubahan ini menghadirkan 

berbagai peluang sekaligus tantangan bagi destinasi wisata yang ingin meningkatkan daya 

saing dan keberlanjutan. Dalam konteks tersebut, analisis big data berperan penting dalam 

meningkatkan efisiensi operasional destinasi pariwisata karena melalui pengolahan data 

yang dihasilkan dari berbagai aktivitas wisata, pengelola dapat mengidentifikasi tren 

perilaku, preferensi, serta pola perjalanan wisatawan secara lebih mendalam sebagai dasar 

perencanaan dan pengembangan destinasi yang lebih terarah dan berkelanjutan (Widarti 

& Erkamim, 2024). Pemanfaatan big data dalam sektor pariwisata menjadi instrumen 

strategis dalam memahami perilaku, preferensi, dan pola konsumsi wisatawan secara lebih 

akurat dan terukur. Data yang bersumber dari pencarian daring, transaksi e-commerce, 

sistem reservasi, ulasan digital, hingga interaksi media sosial dapat diolah untuk 

mengidentifikasi tren kunjungan, karakteristik demografis wisatawan, pola pengeluaran, 

serta tingkat kepuasan terhadap layanan destinasi. Melalui analisis tersebut, pengelola 

dapat menyusun segmentasi pasar yang lebih spesifik dan merancang strategi promosi 

yang berbasis kebutuhan nyata wisatawan, bukan sekadar asumsi. 

Selain mendukung efektivitas pemasaran, big data juga berperan dalam perencanaan 

kapasitas dan pengendalian dampak lingkungan. Pemantauan jumlah kunjungan secara 

real time memungkinkan pengelola mengantisipasi kepadatan berlebih, mengatur 

distribusi wisatawan ke titik-titik alternatif, serta menjaga keseimbangan antara 

pertumbuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan. Dengan pendekatan berbasis data, 

kebijakan pariwisata menjadi lebih adaptif, prediktif, dan transparan. Oleh karena itu, big 

data tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis pemasaran, tetapi juga sebagai fondasi 

dalam membangun tata kelola destinasi yang berkelanjutan dan berbasis bukti. 

4) Platform E-Tourism dan Sistem Reservasi Digital 

Saat ini, sebagian besar reservasi tempat wisata masih dilakukan secara manual, 

sehingga wisatawan harus menghubungi masing-masing pengelola secara terpisah, yang 

membuat perencanaan perjalanan sulit, informasi mengenai fasilitas terbatas, dan 

meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan reservasi karena prosesnya belum 

otomatis (Fitriastuti, 2025). Ketiadaan informasi secara real-time tentang ketersediaan 

tempat wisata menimbulkan ketidakpastian bagi wisatawan dalam merencanakan 

kunjungan, sehingga banyak yang harus datang langsung tanpa kepastian mengenai tiket 

atau kapasitas yang tersedia, yang pada akhirnya berdampak pada kenyamanan dan 

kepuasan pengunjung serta menurunkan efisiensi pengelolaan bagi pihak pengelola 

(Ndoloe & Sudarmadji, 2025). Selain itu,  pengunjung masih harus membeli tiket langsung 

di lokasi, yang sering menimbulkan antrean panjang, kesulitan dalam pengelolaan data, 
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dan risiko kebocoran pendapatan akibat pencatatan yang tidak transparan, selain itu 

metode pembelian konvensional ini juga kurang mendukung perkembangan pariwisata 

digital yang semakin diminati wisatawan modern (Pratiwi et al., 2025).  Hal seperti ini 

menunjukkan bahwa, membutuhkan sesuatu yang dapat mempermudah layanan. 

Perkembangan e-tourism mendorong transformasi sistem distribusi dan pemasaran 

pariwisata menuju ekosistem digital yang terintegrasi. Melalui platform e-tourism, 

wisatawan dapat mengakses informasi destinasi secara komprehensif, membandingkan 

harga, membaca ulasan pengguna lain, serta melakukan pemesanan tiket transportasi, 

akomodasi, dan paket wisata dalam satu sistem yang saling terhubung. Sistem reservasi 

digital ini meningkatkan efisiensi transaksi, mempercepat proses layanan, serta 

memberikan transparansi yang lebih besar dalam hal harga dan ketersediaan layanan. 

Bagi pelaku usaha dan UMKM, platform ini memperluas jangkauan pasar tanpa 

batas geografis serta menekan biaya promosi konvensional. Integrasi dengan sistem 

pembayaran digital dan manajemen inventori memungkinkan pencatatan transaksi yang 

lebih akurat, sehingga memudahkan evaluasi kinerja dan perencanaan strategi bisnis. 

Lebih jauh, sistem reservasi digital juga dapat dimanfaatkan untuk mengatur kuota 

kunjungan, mengendalikan distribusi wisatawan, serta menghindari penumpukan pada 

periode tertentu. Dengan demikian, e-tourism tidak hanya meningkatkan kenyamanan 

wisatawan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pengelolaan destinasi 

yang efisien, terkontrol, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. 

Semua inovasi digital yang diterapkan dalam pengelolaan pariwisata, mulai dari 

promosi destinasi, pelayanan interaktif melalui chatbot, analisis perilaku wisatawan dengan big 

data, hingga sistem reservasi digital, dapat diringkas dan dioptimalkan melalui penerapan 

teknologi kecerdasan buatan (AI). AI memungkinkan integrasi seluruh sistem ini dalam satu 

ekosistem cerdas yang mampu memproses informasi secara otomatis, memprediksi kebutuhan 

pengunjung, menyesuaikan rekomendasi layanan secara personal, serta meningkatkan efisiensi 

operasional. Dengan AI, pengelola destinasi dapat melakukan analisis tren kunjungan, evaluasi 

kepuasan wisatawan, pengelolaan kapasitas, dan distribusi wisatawan secara real-time. AI juga 

memperkuat strategi promosi berbasis data, sehingga pemasaran lebih tepat sasaran dan 

responsif terhadap preferensi wisatawan. Dengan demikian, pemanfaatan AI tidak hanya 

menyederhanakan proses digitalisasi pariwisata, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam 

mewujudkan destinasi yang efisien, responsif, dan berkelanjutan. 

 

Artificial Intellegence dalam Pengelolaan Destinasi 

Fungsi dari kepariwisataan tertuang pada Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 10 

Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menegaskan untuk pemenuhan atas kebutuhan 

jasmani, rohani, dan intelektual kepada setiap wisatawan dengan cara rekreasi dan perjalanan 

serta peningkatan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Secara konkrit, 

sektor publik dan swasta merupakan perpaduan yang relevan untuk menjadikan pembangunan 

ekonomi berjalan lebih berkembang dalam langkah-langkah kolaboratif yang saling menjaga 

relasi hak dan kewajiban (Manuhutu Fadillah et al., 2024). Ukuran keberhasilan dari kolaborasi 

tentunya bergantung kepada sejauh mana berbagai pihak terlibat, mempunyai kejelasan 

pengelolaan, serta mampu menyediakan penyelesaian untuk berbagai tantangan, dalam konteks 

ini keikutsertaan media dan akademisi akan sangat berdampak pada pencapaian langkah 

kolaborasi tersebut (PF et al., 2024). Promosi digital melalui media sosial telah terbukti mampu 

meningkatkan minat kunjungan wisatawan dan kepuasan mereka terhadap suatu destinasi 

(Widyastuti & Yomi Satifa Putri, 2023). Penggunaan media sosial berperan sangat penting 

dalam pembentukan citra destinasi melalui berbagai strategi yang berkaitan dengan 

penggunanyua seperti pembuatan konten, pemasaran melalui influencer, serta penceritaan 

strategis untuk menyebarkan narasi dan visual akan berpengaruh kepada persepsi dan 
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keterlibatan para calon wisatawan (Junaedi et al., 2025). Kepariwisataan yang bertujuan 

sebagai pendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri tanpa 

melibatkan sektor-sektor lainnya yang dalam perkembangannya memiliki potensi untuk saling 

mendukung satu sama lain. 

AI telah semakin berkembang dalam membaca algoritma yang telah tersedia. Dalam 

konteks algoritma sosial media, AI telah berkembang pesat untuk memperbarui sistemnya 

sebagai peningkatan pengalaman pengguna sosial media, selain itu juga pengguna AI itu 

sendiri di mana sistem teknologi kecerdasan buatannya yang adaptif memungkingkan 

kemudahan bagi manusia  untuk menggunakannya bagi semua kalangan melalui konsep 

machine learning dan swarm intelligence (Febryan et al., 2024). Meski demikian, dibalik 

potensi AI tersebut, adapun kekurangan yang menyertainya, misalnya bias algoritma yang pada 

konteks media sosial penyajian informasinya cenderung eksklusif dan menjadi penyebab 

penghambapat literasi kritis mayarakat jika tidak diimbangi dengan kemampuan kritis pribadi 

mengenai informasi digital (Hidayat et al., 2025). Penggunaan teknologi AI melalui sosial 

media dan aplikasi perjalanan rupanya membawa dampak positif bagi promosi pariwisata yang 

mendukung wisatawan untuk berpergian secara mandiri tanpa travel agent yang konsep 

pekerjaannya adalah untuk memesan hotel, tiket pesawat, sampai mengatur jadwal perjalanan 

wisatawan, kondisi ini tentu menciptakan dilema pada kemajuan teknologi AI, antara pro dan 

kontra akan keberadaannya (Ratna et al., 2025). 

Adapun dampak negatif pada konteks kepariwisatraan dari penggunaan AI seperti data 

pribadi dari pengumpulan data wisatawan terkait dengan histori perjalanan, preferensi 

konsumsi, sampai informasi keuangan (Putri et al., 2025). Ada juga dampak sosial akibat 

ketergantungan penggunaan AI yang berupa minimnya interaksi wisatawan kepada budaya 

lokal dan dengan otomatis akan menghilangkan pengalamannya secara personal dari interaksi 

antar manusia sebagai sumber pengetahuan atau melalui pelayanan yang tersedia dari layanan 

wisata (Putri et al., 2025). Ketergantungan tersebut tidak hanya dialami oleh pengguna sebagai 

wisatawan, tetapi juga dirasakan oleh pengguna sebagai pelaku usaha kecil di mana 

paradoksnya berimbas kepada pihak-pihak tertentu semial berkaitan dengan keterbatasan dana 

karena perlu investasi yang besar (Putri et al., 2025). Tetapi akibat dari adanya kemampuan 

adopsi AI ditingkat pelaku usaha yang lebih lanjut rupanya juga mendatangkan dilemma lain 

semial pengurangan kebutuhan akan tenaga kerja manusia terkhusu dalam konteks layanan 

pelanggan dan administrasi (Putri et al., 2025). Selain itu penggunaan AI meninggalkan jejak 

karbon dari konsumsi energinya yang besar untuk penyimpanan data serta overtourism sebagai 

konsekuensi logis akibat penggunaan AI sebagai media pemasaran yang tentu akan berdampak 

kepada lingkungan wisata di sekitar (Putri et al., 2025). Potensi AI yang memiliki manfaat 

untuk menunjang berbagai sektor harus juga diikuti dengan melihat kemungkinan-

kemungkinan risiko dalam penggunaannya, 

Perkembangan kepariwisataan yang ada membutuhkan pendekatan yang berbeda sesuai 

lingkungannya. Relevansi AI dengan pariwisata akan menemukan titik hubungan ditingkat 

nasional terutama di kota-kota besar dan wilayah-wilayah strategis padat penduduk, lantas 

bagaimana konteksnya dalam wilayah daerah dalam konteks persaingan dengan destinasi lain, 

misalnya desa wisata (Setiawan, 2024b). Secara konteks adopsi AI, penyesuaian perlu 

dilakukan bagi masyarakat lokal dalam hal infrastruktur digital yang memadai harus disediakan 

seperti koneksi internet dan aksesibilitas teknologi (Setiawan, 2024a). Ukuran keberhasilan AI 

di tingkat lokal bergantung kepada setiap daerah itu sendiri, kebutuhan, keunikan, dan 

karakteristik yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya memerlukan 

pendekatan berbeda juga untuk menyesuaikan serta memahami lingkungan masyarakat lokal 

tersebut (Setiawan, 2024a). Peluang AI dalam peningkatan keberlanjutan jangka panjang desa 

wisata perlu didukung dalam menangani tantangan literasi digital di wilayah lokal untuk 

terwujudnya pariwisata lokal yang cerdas, efisien, serta ramah lingkungan (Dewi et al., 2025). 
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Teknologi AI secara mendasar harus bisa digunakan sebagai upaya peningkatan lingkungan 

hidup yang baik serta peningkatan pemasukan ekonomi di mana pelaku usaha dan wisatawan 

sama-sama memenuhi hak dan kewajibannya pariwisata berkelanjutan dapat tercipta beserta 

pengawasaannya, harapannya lingkungan menjadi lebih sehat, pengalaman wisatawan 

meningkat, serta mendukung tumbuhnya perekonomian lokal secara berkelanjutan (Djamhur 

et al., 2024).  

Meskipun pemanfaatan Artificial Intelligence dalam pengelolaan destinasi wisata 

budaya menawarkan berbagai manfaat, mulai dari efisiensi pengelolaan data hingga 

personalisasi pengalaman wisatawan, ketiadaan regulasi yang jelas menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko terhadap perlindungan data, 

tanggung jawab hukum, dan kepentingan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan 

kajian tentang prinsip-prinsip hukum yang dapat menjadi landasan dalam menciptakan 

kepastian regulasi serta perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. 

 

Analisis Kepastian Hukum dalam Penggunaan AI di Sektor Pariwisata 

Secara konstitusional Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 telah menjamin warga negaranya untuk mendapatkan apa yang sudah ditetapkahn 

di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tertulis di dalamnya yaitu, ”Setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum,” hal ini menjadi dasar bahwa setiap warga negara 

Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang didapatkan secara adil 

dan negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan warga negaranya secara sama di 

hadapan hukum. Gustav Radbruch merumuskan tiga tujuan hukum sebagai nilai dasar untuk 

mengukur suatu norma hukum, yaitu Keadilan (Gerechtigkeit), Kemanfaatan 

(Zweckmassigkeit), dan Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) (Julyano & Sulistyawan, 2019). 

Pada prinsipnya asas hukum berbeda dengan norma hukum, sementara asas hukum merupakan 

inti kehidupan dari peraturan hukum, asas hukum tidak dapat dipersamakan dengan norma 

hukum yang berbentuk hukum positif; asas hukum sifatnya hanya mengatur dan menjelaskan 

dan bukan termasuk hukum positif karena tidak konkrit menyelesaikan sengkete hukum secara 

langsung (Julyano & Sulistyawan, 2019). Tujuan adanya asas kepastian hukum adalah untuk 

tercapainya seluruh kepentingan yang berfungsi sebagai alat penegak keadilan masyarakat, 

penegak kepercayaan warga negara kepada penguasa, dan penegak wibawa penguasa 

dihadapan pandangan warga negaranya (Julyano & Sulistyawan, 2019). Menurut Radbruch, 

pemaknaan atas kepastian hukum adalah dengan tafsir bahwa hukum harus berfungsi sebagai 

peraturan yang harus ditaati (Prayogo, 2016). Tugas hukum adalah menciptakan kepastian 

hukum, sebab kepastian hukum merupakan ciri tak terpisah dari norma hukum tertulis 

(Prayogo, 2016). Asas kepastian hukum mendasari serta menggaris bawahi bagaimana sebuah 

peraturan perundang-undangan wajib untuk dilaksanakan. 

Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menjelaskan “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, 

iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi,” maka dapat diartikan 

bahwa UU ITE telah menjamin kepastian hukum berdasarkan apa yang diatur di dalamya. Pasal 

1 ayat (2) UU ITE mendefinisikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang 

kegiatannya dilakukan dengan menggunakan alat perantara berupa komputer, jaringan 

komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) memberi pengertian 

teknologi informasi sebagai suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan, menyiapkan, 

menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. 

Tahun 1950-an, Alan Turing memperkenalkan turing test, yaitu sebuah eksperimen untuk 

menguji apakah mesin dapat meniru kecerdasan manusia, dalam percobaan tersebut, seorang 
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operator berkomunikasi melalui terminal tanpa mengetahui bahwa respons yang diterimanya 

berasal dari program komputer, operator tersebut sangat meyakini bahwasannya kepada 

mansuialah muasalan interaksi tersebut, maka dari situlah mesin dianggap memiliki kecerdasan 

(Lubis, 2021). Perkembangan konsep ini menunjukkan bahwa sistem komputer mampu 

melakukan fungsi kognitif seperti penalaran dan pemrosesan informasi, maka dengan 

demikian, penggunaan sistem berbasis AI dalam transaksi elektronik dan teknologi informasi 

tetap berada dalam kerangka kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh UU ITE, meski 

demikian, adanya dua kali perubahan pada UU ITE juga belum memberikan kerangka hukum 

terbaru mengenai keberadaan AI ini. 

Ketiadaan regulasi menimbulkan ketidakpastian menyoal bagaimana peraturan 

perundang-undangan melindungi warga negaranya dari risiko-risiko yang ditimbulkan akibat 

adanya AI. Melalui tujuan untuk dalam konteks perlindungan hukum mengenai perlindungan 

data pribadi, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 

tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP). Pasal 3 UU PDP memuat 

asas-asas yang tertulis “Undang-Undang ini berasaskan: a. perlindungan; b. kepastian hukum; 

c. kepentingan umum; d. kemanfaatan; e. kehati-hatian; f. keseimbangan; g. 

pertanggungjawaban; dan h. kerahasiaan,” melalui pasal ini, UU PDP menjamin kepastian 

hukum untuk melindungi segala subjek data pribadi orang perseorangan yang pada dirinya 

melekat data pribadi sebagaimana diartikan definisinya dalam Pasal 6 UU PDP di mana 

selanjutnya dijelaskan bahwa setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi 

sebagaimana terdapat pada Pasal 7 UU PDP. Meskipun demikian, belum ada pengaturan lebih 

lanjut yang membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban jika terjadi suatu kebocoran 

data yang melibatkan AI misalnya, saiapa yang bertanggung jawab dan menjadi subjek 

hukumnya. Dengan demikian, meskipun UU PDP telah meletakkan asas perlindungan dan 

kepastian hukum sebagai landasan utama dalam pengelolaan data pribadi, pengaturan tersebut 

belum secara eksplisit mengatur konstruksi pertanggungjawaban hukum apabila pelanggaran 

data melibatkan sistem berbasis AI.  

Asas kepastian hukum pengimplementasiannya mencakup aspek prediktabilitas, 

transparansi, dan konsistensi penerapan norma hukum, maka secara mendasar hal ini 

dibutuhkan untuk menciptakan tertib sosial dan terwujudnya keadilan prosedural. Dalam 

konteks pengembangan pariwisata berkelanjutan, penerapan kecerdasan buatan harus diiringi 

dengan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan bahwa inovasi teknologi AI tidak 

mengorbankan hak-hak wisatawan dan kewajiban pemerintah serta pelaku usaha, demi 

tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi semua pihak (Islami & Kusumo, 

2025). Lebih lanjut bahwa ketidakadilan dan kekosongan hukum dalam penggunaan AI, 

termasuk risiko bias, ketimpangan akses, dan dampak hukumnya pada masyarakat daerah yang 

kurang teregulasi (Islami & Kusumo, 2025) jelas memerlukan kepastian hukum sebagai hak 

yang seharusnya didapat warga negara Indoensia. Asas kepastian hukum sudah dijadikan 

landasan dalam pembuatan peraturan Undang-Undang dan juga dijamin secara konstitusional, 

tetapi secara hukum positif, kewajiban tersebut baru dapat dianggap terpenuhi jika secara nyata 

ada aturan tertulis dan pelaksanaan yang konkrit dari negara, positivisme hukum memandang 

bahwa keberadaan regulasi spesifik digunakan sebagai dasar utama bagi terciptanya kepastian 

hukum (Basuki Putra & Hermawan, 2025). Pengembangan regulasi yang lebih terstruktur 

pengelolaan risiko-risiko yang kemungkinan ditimbulkan oleh AI seharusnya segera dibuat 

tanpa menghambat inovasi, ketiadaan kejelasan regulasi terhadap AI dapat menimbulkan risiko 

terhadap privasi yang berpotensi terjadi karena kesalahan atau kegagalan sistem AI (Sri 

Wulandari, 2025). Kekosongan norma yang ada ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian 

mengenai siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban, apakah pengembang sistem, 

penyelenggara sistem elektronik, pengguna, atau korporasi sebagai pengendali data (Failaq, 

2022). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih konkrit dan spesifik guna 
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memastikan bahwa perkembangan teknologi AI tetap berada dalam kerangka perlindungan 

hukum yang berlandaskan kepastian hukum, keadilan, untuk menjamin kepastian bagi setiap 

subjek data pribadi.  

 

KESIMPULAN 

  Pengembangan destinasi wisata budaya melalui kolaborasi multipihak yang didukung 

teknologi digital, khususnya Artificial Intelligence (AI), terbukti menjadi strategi efektif untuk 

meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menjaga keberlanjutan pelestarian budaya. 

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha lokal, agen perjalanan, dan komunitas budaya 

memungkinkan integrasi sumber daya, penguatan kapasitas lokal, serta pemerataan manfaat 

ekonomi. Pemanfaatan AI mendukung efisiensi pengelolaan, personalisasi pengalaman 

wisatawan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, ketiadaan regulasi khusus 

terkait pemanfaatan AI dalam pariwisata menimbulkan kekosongan hukum, yang berpotensi 

menimbulkan risiko bagi kepastian hukum, perlindungan data, dan tanggung jawab hukum 

para pihak. Oleh karena itu, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada sinergi multipihak 

yang terencana dan dukungan kerangka hukum yang jelas. 
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